
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSIPELAYANANPASAR

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf g Undang- Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis
Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar
Grosir dan/atau Pertokoan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
serta sebagai pelaksanaan pasal 156 ayat (1) Undang - Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Pasar.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1954 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Propinsi, dan Pemerintah KabupatenIKota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kilbupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud :
I. Daerah, adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar yang selanjutnya
disingkat DKUMKMPP adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar;

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atauBadan.

11. Pasar adalah area tertipat jual beli barang dengan jtiiiilah penjual lebih dari satu baik
yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, piasa, pusat
perdagangan maupun sebutan lainnya.
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12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah .Daerah
termasuk keJjasarna dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan
tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat
atau koperasi dengan usaha skala keeil, modal keeil dan dengan proses jual beli barang
dagangan melalui tawar menawar.

13.Fasilitas Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los atau
kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khustis disediakan untuk berdagang.

14.Pelataran adalah area atau lokasi yang ada dilingkungan pasar baik berupa lahan
kosong, emperan, rabat atau kaki lima yang dipergunakan oleh pedagang.

15.Kios adalah bangunan tetap dalarn pasar yang sifatnya tertutup dengan diding keliling
yang dipergunakan untuk beJjualan.

16. Los adalah bangtman tetap dalarn pasar yang sifathya terbuka dan tahpa dihding
keliling yang dipergunakan untuk beJjualan.

17.Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutah atas jasa
pelayanan yang meliputi Retribusi pelataran yang dipergunakan oleh pedagang kaki
lima dan pedagang asongan dan/atau sejenisnya, Retribusi Los dan Kios yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
Pemungut atau Pemotong Retribusi tertentll,

19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

20. Surat Pendafulran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib
retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

21. Surat Setol-an Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan eara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
kliltetlipll!!Retribu,s!y,mg rnll!WIlty1(<!IlPlilsaffiYaju1!!lllhWKoK RllmPliSiyang tlilrlltllng,

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutahg
atau seharusnya tidak terutahg.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
26. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu

dilingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang
untuk melakukan penyidikan.

27. Penyidik PNS yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penjabat PNS tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang
untuk melakukan penyidikan.

28. Pemungutah adalah suatu rangkaian kegiatah mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutahg sarnpai kegiatan penagihan
Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetotannya.
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29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuban kewajiban Retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan retribusi daerah.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukim oleh periyidik inituk mencari serta merigumpulkim bukti yang dengan itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang teJjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK dan SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(I) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas jasa pelayanan ketertiban dan
keamanan dilingkungan pasar, pemakaian pelataran oleh pedagang kaki limaJpedagang
asongan dan/atau sejenisnya, pemakaian Los dan Kios.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
meliputi:
a. Retribusi pelataran pasar yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima dan pedagang

asongan dan/atau sejenisnya;
b. Retribusi Los dan Kios atas dasar klasifikasi konstruksi bangunan, luas lantai dan
jangka waktu pemakaian.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah
pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BuMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 3

(I) Subjek Retribusi pelayanan Pasar adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan meliputi :
a. Retribusi pelataran pasar yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima dan pedagang

asongan dan/atau sejenisnya;
b. Retribusi Los dan Kios atas dasar klasifikasi konstruksi bangunan, luas lantai dan
jangka waktu pemakaian.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Golongan Retribusi adalah Jenis Retribusi Jasa Umum.
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BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

P.asal .5

(I) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan intensitas pemakaian,
luas kios, los, dan pelataran dan/atau waktu pemakaian.

(2) Dalam hal tingkat penggunaan jasa tidak dapat diukur, maka dapat ditaksir dengan
berbagai pendekatan dengan memperhitungkan alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTURDANBESARNYATARIF

Pasal 6

(I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan
untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

{2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {I) meliputi biaya operasionaldan
peme1iharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

P.asal 7

(I) TarifDasar Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan Tarif Dasar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian.
(3) Penetapan dan peninjauan kembali struktur dan besarnya Tarif Dasar Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF

Pasal 8

(I) Struktur tarif digolongkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, intensitas
pemakaian, luas kios/los/pelataran dan waktupemakaian dan klasifIkasi pasar.

(2) Klasifasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari :
a. KlasifIkasi I adalah pasar dengan intensitas dan aktifItas 5 sarnpai dengan 7 hari

dalam seminggu dengan nilai konstanta (K) = 1,00;
b. Klasifikasi II adalah pasar dengan intensitas dan aktifItas 2 sampai dengan 4 hari

dalam seminggu dengan nilai konstanta (K) = 0,80;
c. KlasifIkasi III adalah pasar dengan intensitas dan aktifItas I hari dalam seminggu

dengan nilai konstanta (K) = 0,60.
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(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No Dimensi Kios I Los
KlasifIkasi Pasar (RplBln)

Ket
KlasI - .Klas II - Klas III. _.- ... -- - - - ... - - - --~ - _.- .--~----

- -- -~..__ ._-,._."_ .. _.- -- .__ .

1. - Semi Permanent
!t, Uk\!fllll 2,0 X 1,~ m2 111.9~0,. 1~,160,. 11.370,. . Klasifik(lsi I
b. Ukuran 2,0 x 2,0 m2 25.200,. 20.160,. 15.120,- a. Psr. Sekayu
c. Ukuran 2,0 x 2,5 m2 31.500,. 25.200,- 18.900,. b. Psr. Babat
d. Ukuran 2,5 x 2,5 m2 39.400,- 31.520,. 23.640,- Toman
e. Ukuran 2,0 x 3,0 m2 37.900,- 30.320,. 22.740,- c. Psr. S. Lilin
f. Ukuran 2,5 x 3,0 m2 47.300,. 37.840,- 28.380,.
g. Ukuran 3,0 x 3,0 m2 56.500,- 45.200,. 33.900,-
h. Ukuran 3,0 x 4,0 m2 75.800,. 60.640,- 45.480,. - Klasifikasi II

a. Psr. B. Lencir

2. -Permanent
a. Ukuran 2,0 xl,S m2 25.700,- 20.560,- 15.420,-
b. Ukuran 2,0 x 2,0 m2 33.600,- 26.880,- 20.160,. - Klasifikasi III
c. Ukuran 2,0 x 2,5 m2 42.100,- 33.680,. 25.260,- a. Psr. Lais
d. Ukuran 2,5 x 2,5 m2 52.600,- 42.080,- 31.560,- b. Psr. Karya Maju
e. Ukuran 2,0 x 3,0 m2 50.500,- 40.400,- 30.300,- c. Psr. Ngulak
f. Ukuran 2,5 x 3,0 m2 63.100,- 50.480,. 37.860,-
g. Ukuran 3,0 x 3,0 m2 75.800,. 60.640,- 45.480,.
h. UkUi'ait 3,0 x 4,0 m2 101.000,- 80.800,- 60.600,.

3. Pelataran 1.000,-/hr 1.000,./hr 1.000,./hr Setiap kali
beljualan

BAB VII

~LAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1) Masa retribusi Los dan Kios adalah selama 1 (satu) bulan atau disebut dengan retribusi
bulanan.

(2) Masa retribusi pelataran ailalah setama 1 (satU) had ahm disebut dengan retribiisi
harian.
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Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Pasal 13
(I) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini harus diisi denganjelas, benar

dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPdORD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

(I) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (I) Peraturan Daerah
ini ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD
dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus
dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih
atau dipaksakan;

(2) Penagihan retribusi dipaksakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh
tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, dan STRD.

(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam.

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSRD.
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BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(I) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
(3) Tata cara penagihan Retribusi terutang sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib
retribusi hams dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan
kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.

Pasal 19

(I) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan hams diberi keputusan
oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

(5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan~
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
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BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBlHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(I) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan pennohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (I), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan
Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama I (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 21

(1) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat retribusi;
b. Masa retribusi;
c. Besamya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau
melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan
bukti saat pennohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran
dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai
bukti pembayaran.
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BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasa. 23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cam pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala

Daerah.

BAB XV

KEDALUW ARSA PENAGIHAN

Pasa. 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
tertangguhjika:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurufb adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI

INSENTIF PUNGUTAN

Pasa. 25

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cam pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
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BAB XVII

PENYIDIKAN

rasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Aeara
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, meneari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, meneari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi;

e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi; - - -

d. Memeriksa buku, eatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, peneatatan,
dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

£ Meminta bantuan tenaga ahIi dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
I. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; danlatau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanearan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aeara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

Daerah dianeam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

12



(2) Pidana denda yang dimaksud pada ayat (I) pasal ini adalah pelanggaran.
(3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) merupakan

penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Ill! sepanJang mengenm
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 26 Tahoo 2000, tanggal 30 Oktober 2000 tentang Retribusi Pasar dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengoodangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30Q!5e",~r 2011

BUPATI MUSI BANYUASIN

L~a~
Dioodangkan di Seka:ru_1
pada tanggal 20 f"e\:lrUQn _2012 I

PIt. SEKRETARIS DAERAH
..",d{ABUPA'21 BANYUASIN

.Qy/

. '. 8'2LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ,2012 NOMOR .
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